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PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembarini terlebih dahulu.
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* Formulir iniferdin da § (Ima) rangkap Lembar perlama untuk Va2 Pajak (WA) sebagai bukti pembayaran, Lembar kedua untuk Badan pendapatan daerah melalui
Bans Papua Lembar ketga untuk Badan Pendapatan Dacrah disampa-an oleh WP, Lembar keempat untuk Kantor Penerima
Pembayaran (Bank Papua) Dan lembar kelima untuk PPAT/Hotaris
o lsilah SSPD m dengan hurut cetak kaptal atau dielin
+ Gunakan saty SSPD untuk setap setoran dan seliap jeres parolehan hak elas suaty 1anah dan atau bangunan
. Formulir ni dapat juga digunakan untuk pembayaran atas sualu pembetulan suaty pengungkapan ketidakbenaran penghtungan WP
CARA PENGISIAN
® Kanter Badan Pendanatan Dantah disi meliput letak (202" 227 23y bangnan
¢ Hung A Disi dengan data WP
Angka 1sd Angka 7 Cukup felas
* HunfB Disi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 5.d angka 6 Dus dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh
Angka 7 d Angka 13 Merupakan labe! unluk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat lerjadinya perolehan.
Dalam hal NJOP PEB belurm ditetapkanbelum ada SPPT PBB, angka 9 dan 10 dusi berdasarkan sural kelerangan NJOP PBB yang diterbitkan
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yeng terjadi / harga ransaksi yan) tercantum dalam Risalah Lelang / nilai-nilai pasar objek tersebut

Angka 15 Dilsi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan. sebagal benkut

Jenis Perolehan Hak |Kode| Jenis Perclehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
Pemindahan Hak - Pemasukan dalam perseroan/adan hukum lannya 06 |- Pemekaran Uszha 12
* Jual beli 01 | - Pemisahan hak yanj mengakibatkan permsahan 07 |-Hadiah 13
* Tukar Menukar 02 | - Penunjukan pembels galam kiang 03 |- Pembenan Hak Baru
* Hibah 03 [ - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukumtetap | 03 |- Pembenan Hak Baru Sebagal Kelanjutan Pelepasan Hak 14
* Hibah Wasiat 04 | - Penggabungan Usaha 10 |- Pemberian Hai Baru Pelepasan Hak 15
* Warls 05 | - Peleburan Usaha 1

Angka 16 Disl dengan nomor sertifikat tanah
* HundC. Disi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas tanan dan Bangunan (PBHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf Db atau berdasarkan huruf D d. Huruf C tidak pertu diisi.
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / niai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut

tidak dikelahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13
Angka 2. Diis! sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh kepala kanwil ditjen pajak atas nama menteri
keuangan (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui kantor pelayanan PBB setempal)

Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Diisl dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tanp pajak sebesar 5% (sesuat pasal 5 UU No. 21 tahun 1997).

Angka § Diisi B Sama dengan angka 5. dalam hal WP memperoleh hak atas (anah dan atau bangunan karena wans / hibah wasiat / pemberian hak pengelaan
» Sama dengan angka 4. dalam hal WP memperolch hak atas tanah dan atau bangunan karena wans / hibah wasial / pemberi hak pengelolaan.
Sebagaimana dimaksud pada angka §

* Hund D Diisi dengan memberi tanda *x” pada kotak yang sesual dengan dasar seloran pajak

Hurufa. Menurut perhitungan WP sebagimana huruf C
Hurulb »  Menurut Sural Tagihan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (STB). atau

B> Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) atau
B Menurut Sural Ketetapan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).
Huruf¢  Dissi dalam hal WP menghitung sendiri besamya pengurangan BPHTB yang lerhutang karena :
Hunsd.  Disi untuk setoran sefain huruf a, huruf b, dan huruf ¢, seperts setoran berdasarkan SK pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang

Menyebabkan jumlah pajak yang harus dbayar bertambah
* Diisi dengan jum'ah pajak yang disetor dengan angka ( dalam kotak ) dan huruf ( pada bagian yang diasir )

Catalan - Dalam hal BPHTB yang seharusnya terulang nihil (ncl), maka WP letap mengisi SSPD dengan memberi keterangan *NIHIL® pada hunuf C angka &
- SSPD nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kanlor Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupalen/Kota dengan menandalangani kolom yang lelah
Disediakan (WP lidak periu ke Bank / Kantor pos Persepsi)
- SSPD nihi! lembar ke + 2, SSPD nilal lembar ke - 3, dan SSPD nilai lembar ke - 4 disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB oleh WP
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“ " SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 1
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
($SPD-BPHTB) “"“....,.."""r"""
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAX
PAJAX BUMI DAN BANGUNAN (8POP P88) :
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA ’
PERHATIAN : Bacalah lombar Ini ferlebih dehuly.
A, 1. Nama Wajb Pagk |
2 NIk t
3. Alamat Wajib Pajak : JL.A.YAN]
4 Kelurahan/Desa . Gurabest 5, RT/RW :002 /003 6, Kecamalan : Jayapura Ukara
7. Kabupaten / Kota  : Jayapura B. Kode Pos : .
B. 1. Homor Objek Papk (NOP) | ,
p T, s 1.SMP KOYA BARAT
3 Kelurahan/Desa + KOYA BARA) 4, RT/RW .. 000 / 00
S, Distrik + MUARA TAMI 6. Kota :_)&M
Penghitungan NOOP PE8
“Waen Luas ( M2) NIOP PDB/M2 Luas ¥ NIOP PERM2
Tanah ( Bumi ) 2. 10,000 [M2 |9 27.000,00 |11.IRp, 270.000.000,00
Rangqunan 8. i 0 M2 10 0,00 {12.|Rp. C0m
15. Jenis Parclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 01 1OP PRE : |13, Rp. 270,000.000,C0 §
p 14, Harga Transaksi / Nilai Pasar! Rp. 1.000.000,000,00 !
Nomor Sertifikat :HM/03890/KOYA BARAT
[T
1] Pp.  1.000.000 (0000
2 P 000, L0
3 2 i ) anpke 1 - anghe 2.1 3. Rp. ___ 940.000 00000
4. b Aas T n 5% x wnka 7 4 %7 000,000 00
¢ Bes Parclehan Hak Amas Tanah dan Bangunan ya ngnuobcg S.| Rp. _42.000.000,00,
0. Jumiah Sctoran Berdasarkan ’
A Periwtungan Wapb Passk
B, STPD BPHTB/SAPD KURANG BAYAR / .
SKYPDB KURANG BAYAR TAMBANAN *) Nomor * Tanggal :
C. Pengurangan Dibitung Sendui menjad m
0.0t amine (s 1)

YUMLAH YANG DISETOR {dengan angka) Derigan sRouftudid et siried 30m hualin huduu [
'; 47.000.000,00 | EMPAT PULUH TUJUH JUTA RURLAMDC Ly NO) 10T €31400204C004 rm

SH0%/45410 wiST 004 S300TIRD

DITCRIMA OLTH
IHHT TENRANRAN l\ﬂﬂl

WK PAPUA
D1 E‘.

silvia P. loba_"
Nra brgk 3, Racol S Laws Lepsn

Bapads | NOP PEB bavw  : i
R R R S
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No.  /Pengda-IPPAT/IV/2019

Pengurus Dacrah Ikatan Pcjabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan ini menerangkan

bahwa:
Nama : DHENNIA AUDRI HERLANDINA
NIM : 17/417988/PHK/09880
Program Studi : Magister Kenotariatan
Alamat : Jalan Melati XV/F 665, RT 06/RW 12, Perumahan Fajar
Indah, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
No. Telp/HP : 081393308115

Dosen Pembimbing : Anugrah Anditya, S.H., M.T
Judul Penelitian : Praktik Penetapan Besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Terutang oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Jayapura Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Bidang
Perpajakan
Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna memperoleh data dalam
rangka penulisan Tesis, pada tanggal 25 April 2019.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 27 April 2019
PENGURUS DAERAH KOTA JAYAPURA
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
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Daerah Kota Jayapura menerangkan bahwa:

Nama : DHENNIA AUDRI HERLANDINA
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Program Studi : Magister Kenotariatan
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